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Abstrak

Permasalahan perceraian mengakibatkan sengketa hadhanah. Anak merupakan
amanah/karunia Allah, petlindungan/pemeliharaan anak menjadi penting
karena dapat menjadi masalah hukum, seperti dalam Putusan Nomor
212/Pdt.G/2019/PA.Kph. Putusan hadhanah yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap bisa dicksekusi, dalam praktek dimasyarakat dapat saja tidak
dilaksanakan karena objek eksekusi adalah anak, Permasalahannya adalah apa
faktor penyebab putusan hadhanah tidak dapat dilaksanakan dimasyarakat dan
upaya hukum yang dilakukan pihak yang dirugikan dalam putusan hadhanah.
Penelitian awal menunjukkan bahwa ecksekusi hadhanah tidak terlaksana.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui/menganalisis faktor penyebab
putusan hadhanah tidak dilaksanakan dimasyarakat dan
mengetahui/menganalisis upaya hukum yang dilakukan pihak yang dirugikan
dalam putusan hadhanah. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan
pendekatan deskriptif analisis yakni menggambarkan keadaan atau fakta
sebagaimana adanya pada saat penelitian. Sumber data diperoleh melalui
wawancara, dokumen-dokumen laporan, dokumen lain yang berkaitan,
Undang-undang, buku-buku perkawinan, majalah, dan internet. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa, putusan tidak terlaksana karena alasan dan faktor Hati
Nurani, Egoisme Pribadi, Prinsip dan Visi Hidup, Baik sangka dengan
takdirnya Allah dan semua akan baik-baik saja, Penggugat adalah orang yang
taat dalam menjalankan agama, Lingkungan dan Silaturrahmi. Upaya
Hukumnya adalah menunggu anak dewasa dan dapat menentukan pilihan
sendiri.
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Abstract

Divotce issues lead to hadhanah disputes. Childten are a mandate/gift of God,
protection/cate for children is important because it can become a legal problem,
as stated in Decision Number 212/Pdt.G/2019/PA.Kph. Hadhanah decisions
that already have legal force can still be executed, in practice in the community
it may not be carried out because the object of execution is a child. The problem
is what are the factors that cause the hadhanah decision cannot be implemented
in the community and legal remedies taken by the aggtieved party in the
hadhanah decision. Preliminary research indicates that hadhanah executions did
not take place. The purpose of the study was to find out/analyze the factors
causing the hadhanah decision not to be implemented in the community and to
find out/analyze the legal remedies taken by the aggtieved patty in the hadhanah

decision. This study uses an empirical method with a descriptive analysis
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approach that describes the situation or facts as they were at the time of the
study. Sources of data obtained through interviews, report documents, other
related documents, laws, marriage books, magazines, and the internet. This study
concludes that, the decision was not implemented due to reasons and factors of
Conscience, Personal Selfishness, Principles and Vision of Life, Good thought
with God's destiny and everything will be fine, Plaintff is a person who is
obedient in carrying out religion, environment and friendship. The legal remedy

is to wait for the child to become an adult and be able to make his own choices.

Keywords: Execution, hadhanah, Religious Court

Pendahuluan

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan
masalah hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia. Kedudukan Pengadilan
Agama sama dan setaraf dengan lingkungan peradilan lainnya, sebagai salah
satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.! Kewenangan Pengadilan
Agama terbatas pada penerapan syari’at Islam dalam perkara hukum perdata
yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.? Perkara yang telah
ditetapkan hatrus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela
maka akan dilakukan upaya pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa
(Eksekusi), dalam Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”)
sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai
berikut: Dalam perkara perdata oleh karena pibak yang menang telah memperoleh
keputusan hakim yang menghukum pibak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang
diperbolebkan olel nndang-nndang nuntuk memaksa pibak lawan guna mematubi keputusan

1Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

2Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 2003), h.
9


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/node/2/herzien-inlandsch-reglement-%28h.i.r%29-%28s.-1941-44%29-reglemen-indonesia-yang-diperbaharui-%28r.i.b.%29
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hakim itn. Hak ini memang sudab selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk
memaksa orang yang dibukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.®

Dengan demikian setiap putusan pengadilan harus dilaksanakan para
pihak, Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan
menetapkan hak atau kedudukan hukumnya. Putusan yang memiliki kekuatan
cksekutorial menetapkan secara tegas terhadap hak dan hukumnya untuk
kemudian direalisasi melalui eksekusi yang dilakukan oleh alat negara.*

Seperti halnya dengan Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor
212/Pdt.G/2019/PA.Kph, yang menetapkan hadhanah kepada Penggugat
(ayah) dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang
paksa (dwangsom),> maka Perkara gugatan hadbanab tersebut telah diputus oleh
pengadilan dan dapat dilakukan eksekusi putusan.

Dalam praktik dimasyarakat, pelaksanaan eksekusi putusan badbanah
masih terdapat beberapa hambatan schingga eksekusi putusan badbanab
tidak dapat dilaksanakan. Kendala teknis yang kerap kali ditemui dalam praktik
selama ini antara lain adanya keengganan pihak yang kalah (tergugat)
menyerahkan begitu saja pengasuhan anaknya kepada pihak yang menang
(penggugat) scbagaimana yang tertuang dalam vonnis pengadilan agama.
Selanjutnya, tergugat senantiasa berusaha menghindari eksekusi dengan
jalan memberikan perlawanan sedemikian rupa.

Anak merupakan amanah dan karunia A/abh Subbanabn wata'ala yang
harus dijaga, dipelihara, dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat,
martabat dan hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh Orang
tua, keluarga dan masyarakat serta negara sesuai dengan kewajiban yang

3PT Justika Siar Publika,
https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/ reglemen-indonesia-yang-diperbaharui
(akses pada tanggal 28 Februari 2021)

*Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 194

SMahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Perkara, 2021, p.19,
https://putusan3.
mahkamahagung.go.id/search.html?’q=gugat+cerai&courtos=19  (diakses pada 16
Januari 2021)
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dibebankan oleh hukum. Perlindungan dan pemeliharaan anak ini menjadi
penting karena anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan
bangsa. Oleh karena itu anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari
orang yang berhak dengan pola pengasuhan terbaik semata-mata untuk
kepentingan anak.® Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak
Anak). Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni
prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest for
children), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta
prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak.

Di masyarakat pemeliharaan anak (badbanah) dapat saja terjadi
perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak dalam hak asuh anak (badbanab)
sehingga menimbulkan masalah hukum dalam bentuk kasus sengketa hak asuh
anak (badhanah), seperti yang pernah terjadi pada Tahun 2018 yang melibat
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menjadi mediator dalam
proses hak asuh anak, sechingga dapat diselesaikan dengan cara damai melalui
mediasi, dalam proses mediasi tersebut KPAI menyarankan kepada kedua belah
pihak agar dapat menjalin komunikasi terkait tumbuh kembang anak, saling
membuka akses bertemu anak, dan memberikan pengasuhan berkualitas bagi
anak.

Berdasarkan beberapa hal diatas, maka yang menjadi hipotesis adalah
faktor apakah yang menyebabkan putusan hadhanab tidak dapat dilaksanakan
dan upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pihak yang merasa dirugikan
dalam putusan perkara badbanah khususnya dalam praktiknya di Pengadilan
Agama. Dengan demikian ada perbedaan antara peraturan hukum yang bersifat
umum, yaitu fakta hukum dati para ahli hukum yang harusnya dilaksanakan dan
suatu peristiwa kongkrit yang terjadi dimasyarakat.

®Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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Literatur Terdahulu

Penelitian yang relevan pernah diterbitkan dalam jurnal: Komparasi
Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan Perceraian (Anjar, dkk, 2015),
dijelaskan bahwa sebagian besar putusan (+75%) tidak mengandung amar
putusan tentang hak asuh dan hak nafkah anak baik putusan perceraian di
pengadilan negeri maupun pengadilan agama yang berarti perlindungan hukum
terhadap hak-hak anak yang orangtuanya mengalami perceraian masih kurang
dan perbedaan ketentuan batas umur anak yang ditentukan pemegang/kuasa hak
asuhnya dan batas umur kedewasaan anak. Di Pengadilan Agama,
pemegang/kuasa hak asuh diseyogyakan adalah ibu jika anak belum berumur 12
tahun (mumayiz) dan setelah berumur lebih dari 12 tahun, anak dapat memilih
siapa yang memegang hak asuh atas dirinya serta umur kedewasaan adalah 21
tahun sebagaimana ketentuan di Kompilasi Hukum Islam. Sementara di
Pengadilan Negeri, tidak ada aturan yang jelas tentang siapa pemegang/kuasa
hak asuh bagi anak yang belum dewasa, umur kedewasaan ada yang menganggap
sampai umur 18 tahun tapi ada juga hakim yang menganggap sampai berumur
21 tahun.

Pembahasan lainnya dalam jurnal: Hak Asuh Anak Pasca Perceraian
(Andi Aco Agus Hariyani, 2018), dengan hasil bahwa kendala dalam penanganan
kasus perceraian adalah minimnya tingkat keberhasilan mediasi.

Pembahasan lainnya oleh Mansari, dkk, 2018, dalam jurnal: Hak Asuh
Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan, dengan hasil bahwa
Hak asuh anak pasca terjadinya perceraian yang diputuskan terdiri dari tiga
kategori, yaitu: Pertama, hak asuh diberikan kepada ibu. Kedua, hak asuh
diberikan kepada ayah. Ketiga, hak asuh diberikan kepada ibu dan ayah dalam
satu putusan.

Pembahasan lainnya dalam jurnal: Kajian Putusan pada Perkara
Hadbanah ditinjau dari undang-undang tentang Perlindungan Anak (Serli
Herlintoni, Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu),
yang menjelaskan bahwa perlu pengaturan hukum dalam penyelesaian perkara
hadhanah adalah verzet, banding, kasasi, dan perlunya menerapkan mediasi serta
dwangson agar tergugat bersedia memenuhi prestasinya.
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Pembahasan lainnya dalam jurnal: Reformulasi Hukum Acara Peradilan
Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadbanah, Arne Huzaimah yang
menjelaskan perlu menerapkan lembaga dwangsom pada saat mengajukan
perkara hadhanabh ke pengadilan agama.

Pembahasan lainnya oleh Erica Ferdiana (IAIN Curup, 2019), dalam
skripsi dengan judul: Hak Hadbanah Anak yang belum Mumayyiz kepada Ayah
Kandung menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyimpulkan
bahwa konsep hadbanah menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa
hak asuh anak yang masih kecil itu diprioritaskan kepada ibu seperti yang
disebutkan didalam pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam, namun
tambahan dari Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sampai anak berusia 12
tahun dan bisa menentukan akan ikut dengan siapa dan bersama siapa, yang
diperkuat oleh Keputusan Mahkamah Agung.

Pembahasan lainnya seperti dalam jurnal: Penyelesaian Sengketa
Hadbanah menurut Pespektif Figih dan Kompilasi Hukum Islam (Mustika Indah
Purnama Sari) yang menyimpulkan bahwa Pihak yang berhak melaksanakan
sementara tugas badbanah anak pada saat tenggang waktu penentuan dan
keputusan siapa pihak yang dianggap lebih berhak melaksanakan juga hadbanah
atas anak diantara suami atau istri yang hendak melakukan perceraian adalah
ibu dari si anak, apalagi jika si anak dalam usia yang masih bayi atau di bawah
umur.

Pembahasan lainnya tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi
Petkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK), Meita Djohan OE Dosen
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung yang menyimpulkan bahwa hak asuh anak
adalah jika dilihat dari segi normatif, anak yang masih dibawah umur 12
tahun adalah hak asuh pada ibunya, namun berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/007 tanggal 7
Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai
pemeliharaan anak, bukan semata-mata dari siapa yang paling berhak, akan
tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik
bagi anak.
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Pembahasan lainnya seperti dalam jurnal: Pengasuhan Anak (Hadhanah)
Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily Slamet Arofik STAI Darussalam
Nganjuk yang menyimpulkan bahwa pihak yang paling berhak melaksanakan
badhanabh menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily adalah adalah ibu lalu
nenek dari arah arah ibu kemudian saudari kandung. Adapun mengenai
urutan selanjutnya setelah tersebut antara Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili
memiliki perbedaan, namun keduanya sepakat lagi bila tidak ditemukan
kerabat wanita yang sah sebagai pengasuh maka badbanah diserahkan pada
as{abah.

Achmad Mubhajir, Jurnal SAP Vol.2, 2 Desember 2017, Hadhanah dalam
Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah), dengan
kesimpulan bahwa Islam sangat mengapresiasi terhadap  perkembangan
pendidikan anak, hal ini terlihat dari konsep badbanah (pengasuhan anak)
yang menberikan gambaran besar bahwa dalam pengasuhan anak harus
berkulitas sehingga tidak dibenarkan bagi orang yang tidak memenuhi
persyaratan untuk mengasuh, karena Islam menginginkan generasi-generasi
yang handal dengan menjadikan anak menjadi manusia yang berkualitas yang
dapat memanusiakan dirinya  (manusia dewasa yang dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya).

Zulfan Efendi, M.Pd.I, 2019, dalam buku berjudul: Pelaksanaan
Eksekusi Hak Asuh Anak (badbanah) terhadap Isteri yang Keluar dari Agama
Islam (Murtad) yang menyimpulkan bahwa keempat orang anak ini
mengadakan perlawanan karena tidak bersedia untuk dieksekusi, dan tetap
memilih untuk ikut bersama ibunya (Tergugat/Termohon eksekusi), dan
tidak bersedia ikut bersama ayahnya (Penggugat/Pemohon Eksekusi), maka
eksekusi ditunda sampai waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan
menyerahkan kepada si anak, apakah memilih ikut ayahnya atau memilih
ibunya.
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui
pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses
penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki
suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian kualitatif yang
dilakukan adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi
dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia
sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan
dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali
pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang
diperlukan’

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan
deskriptif analisis yakni menggambarkan keadaan atau fakta sebagaimana adanya
pada saat penelitian, kemudian data atau fakta tersebut dianalisis hingga ditarik
suatu kesimpulan. Adapun teknik yang digunakan dalam penghimpunan data
penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung yakni berkomunikasi dan
berhadapan langsung dengan sumber data dengan teknik pengumpulan data
adalah dengan melaksanakan metode wawancara dengan berdialog dan tanya

jawab dengan hakim dan pihak penggugat.

Pembahasan

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa jenis eksekusi, yaitu
eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR,
eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225
HIR, dan eksekusi 77/ yang praktiknya banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur
HIR. HIR, RBG dan Rv tidak ada aturan yang secara eksplisit yang mengatur
tentang eksekusi putusan badbanah. Akan tetapi hakim tidak boleh menolak
untuk mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Hakim tentu
saja dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan penafsiran terhadap
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peraturan yang ada dan menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk
mewujudkan keeadilan. Namum jika mengingat tujuan hukum (keadilan,
kepastian dan kemanfaatan), maka demi kepastian hukum perlu kiranya aturan
yang tegas mengenai hal ini.

Pasal 12 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hadbanah  merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan
mendidik orang yang belum mumayiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akal
(kecerdasan berpikir). Munculnya persoalan badbanah tersebut adakalanya
disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum
dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya
orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak
tersebut.?

Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya.® Seorang suami, sesuai
penghasilannya, menanggung biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan
pendidikan anak.! Kewajiban orang tua betlaku sampai anak itu kawin atau
dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan
antara kedua orang tua putus.!! Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau
dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun
mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.!? Semua biaya
penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya telah

8Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Isiam,
(Jakarta: Pena Media, 2008), h. 115

9Pasal 77 ayat (3) Kompilsai Hukum Islam

10Pasal 80 ayat (4) huruf b dan ¢ Kompilsai Hukum Islam

1Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

12Pasal 98 ayat (1) Kompilsai Hukum Islam
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meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang
berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.!3

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah untuk mengasuh,
memelihara, mendidik, dan melindunginya. Menumbuhkembangkan sesuai
kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan usia
dini. Apabila orang tua tidak ada atau karena suatu sebab tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban itu dapat di alihkan
ke keluarga.!*

Di antara asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah asas
kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan menyangkut
dirinya, maka kepentingan terbaik baginya harus menjadi pertimbangan
utama.'> Mengenai petlindungan terhadap agama anak, negara, pemerintahan,
masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial harus menjamin setiap
anak untuk beribadah menurut agamanya dan sebelum anak dapat menentukan
pilihannya, disesuaikan dengan agama orang tuanya. Perlindungan meliputi
pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama.!¢

Anak dapat menentukan agama pilihannya setelah ia berakal dan
bertanggung jawab serta memenubhi syarat dan tata cara sesuai ketentuan agama
pilihannya dan ketentuan undang-undang.!” Al-Qur’an menjelaskan tentang
isyarat-isyarat yang menerangkan tentang permasalahan hadbanah. Dalam surat

Al-Bagarah: 233, Allah berfirman:

ESINZe SN2 IN©) C2O0 RSO GAMWwa -0
P %= FUARI0O L QI FEA(OMSIRVOT7dm [m |80

Q00D HOoX6600 (IHECN W B HxvvEEY LA

13Pasal 104 ayat (1) Kompilsai Hukum Islam

14Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

15Pasal 2 dan Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

16 Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Petlindungan
Anak

17 Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
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Abrtinya: Para ibn hendaklah menyusnkan anak-anaknya selama dna tabun
penub, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlab seorang ibu menderita kesengsaraan
karena anaknya dan seorang ayah Rarena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
apabila kednanya ingin menyapih (sebelum dua tabun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmn
disusukan oleb orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamn memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketabuilah babwa
Allab Maha melibat apa yang kamn kerjakan. (Al-Bagarah:233).

Surat An-Nisa: 9 yang berbunyi:
BXAAGEO = P8 @t LA Lo e BOLO G0N OO

CO*OB20>0 SR, A-HEIR S0 E
IERORE SN BS-ODoLe® e OAOADGD

BX-U07eU>0000we®0 ALade BHUD>0XIGOcH
F- QOO ORIR G+ L
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Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak_yang lemab, yang mereka khawatir terbadap
(kesejabteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (An-Nisa>: 9).

Selain itu juga terdapat dalam hadits:

s,i,“ ST RV ;_:-)p'-f 2B oy o A e U}.\;;T ,;5-.::1;]1 i e Wi

S G o sk ey ade B Lo ) Jpey cae 1B il G e, (A s

(! slay) Bl pe aml sy any Bl B3 Lailay SIS
Artinya: Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah
bin Wabab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan
kepada saya, dari Abn Abdurrabman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata,”Saya
pernaly mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang memisabkan antara
ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisabkan antara ia dan para kekasibnya pada
bari kiamat nanti”.(HR. Tirmizi).21 Hadits diatas menjelaskan babwa Nabi SAW
melarang memisabkan antara ibu dengan anaknya, babkan Nabi mengacam dengan

memisabkan antara orang yang melakukan hal tersebut dengan kekasibnya atau orang yang
dicintainya di hari kiamat. (HR. Tirmizi)'®

Rasulullah SAW pernah memberikan kesempatan seorang anak untuk
memilih antara ayah dan ibunya, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh
Imam Tirmizi dari Abu Hurairah berikut ini.

Lol Gl sl ooy ade B o ol pe o JB e S 5, 32 Gl o0
B Sy JUB ¢ 3a8 83 2o 3 o e @liw 8y 2l oy OF sy rgs O 4l Uy
ale e o I Yy 3 Sle e gy JIE Sade Lige” ks ade il )
4{ olay) wa il wl wp dsl Seas Ll s celel oday Saf 10" fokers

A(2al>

18Ae-Tirmizi, Sunan Tirmigi, tetj. Fachrurrazi, Kitab Al-h{ad{a>nab, Bab Al
h{ad{a>nah Liummihi, No. 1234, (Jakarta: Pustaka Azzam, 20006), Jilid 2, h. 61
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Artinya: Dari Abn Hurairah r.a berkata, “Akn pernab bersama-sama Nabi
saw laln datang seorang wanita dan berkata,” Ya Rasullulah! Sesunggubnya snamikn
hendak pergi membawa anakkn, dan sesunggubnya dia telah mengambilkan air nntukku
dari sumur Abn Inabab dan sunggub dia telah berjasa kepadakn” maka datanglah
suaminya dan berkata, “siapa yang berani menghalangi akn dengan anakkn ini?” Nabi
berkata, “ini bapakmu dan ini ibumn, maka ambillah tangan di antara kednanya yang
engkan kehendaki” lalu diambillal tangan ibunya, maka berjalaniah perempuan itu dengan
anaknya. (HR. Abu Dand)"

Beberapa dalil dalam Al-Quran dan Hadist yang menjelaskan
permasalahan hadbanah, yang pada memberikan kecenderungan kepada ibu
dalam hak badhanab, khususnya yang belum cukup umur, dan ayah mempunyai
tanggung jawab agar anak terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan.

Sebuah gugatan di pengadilan mengenai suatu hak tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keputusan yang dapat menjamin kepastian hukum. Dalam
mengajukan gugatan hak Jbadhanah di Pengadilan Agama sama dengan
pengajuan gugatan tentang hak keperdataan lainnya.?’ Yaitu gugatan harus
memenuhi syarat-syarat formal suatu gugatan yang meliputi identitas para
pihak, ada posita (fundamentum petends)/uraian tentang kejadian perkara atau
duduk persoalan suatu kasus, ada tuntutan (petitum)/apa saja yang dimintakan
oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.”’

Dalam hubungannya dengan gugatan badhanab, kalau dilihat dari sisi
kepentingan istri sekurangnya terdapat dua kemungkinan bentuk tuntutan
(petitum) yaitu: Perfama, si istri berkepentingan hanya untuk menetapkan
menurut hukum bahwa hak pemeliharaan atas anak tersebut berada dalam
penguasaannya, sedangkan faktanya anak tersebut memang sudah berada dalam
pemeliharaan dan penguasaannya. Tuntutan ini diajukan dengan alasan adanya
indikasi kuat bahwa pihak suami ingin merebut si anak sedangkan suami tidak

19Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Kitab A/-
Shalah, Bab A/-Shalah, Hadits no. 2277, h. 259

20Lihat Pasal 142 dan 143 RBg

2IM. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan E ksekusi Bidang Perdata, (Jakarta:
PT Gramedia, 1991), Cet. ke-3, h. 58
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mampu memberikan jaminan bagi perkembangan yang terbaik bagi si anak. Hal
ini dimaksudkan untuk menjaga agar pihak suami tidak bisa begitu saja
mengambil anaknya untuk dikuasai. Kedua, si istri di samping berkepentingan
untuk menetapkan secara hukum atas anaknya berada dalam pemeliharaan dan
penguasaannya juga berkepentingan untuk memperoleh anaknya kembali ke
dalam pemeliharaannya yang faktanya selama ini telah dikuasai oleh tergugat.
Dan kalau dilihat dari sisi kepentingan suami kemungkinan bentuk tuntutan
(petitum) diajukan dengan alasan adanya indikasi kuat bahwa pihak istri ingin
merebut si anak sedangkan istri tidak mampu memberikan jaminan bagi
perkembangan yang terbaik bagi si anak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga
agar pihak suami tidak bisa begitu saja mengambil anaknya untuk dikuasai. Hal
tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor
212/Pdt.G/2019/PA.Kph.

Pemikiran Al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Al-
Gazali yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan
tema istislah (prinsip mencati kemaslahatan).?? Maslahat menurut Al-Gazali
adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.??

Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, menegaskan: “bukum
acara yang berlakn pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara
perdata yang berlakn pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Unmnm, kecuali yang
diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Karena tidak ada /lex specialis yang
mengatur secara khusus mengenai eksekusi hadbanab yang betlaku di Pengadilan
Agama, maka berlakulah /lex generalis.

Di lingkungan Pengadilan Agama pada praktiknya dikenal dua macam
cksekusi putusan, pertama eksekusi riil (nyata) sebagaimana diatur dalam Pasal
200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBg, dan Pasal 1033 Rv yang meliputi
penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian dan melakukan sesuatu.
Kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau executorial verkoop
yang diatur dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 RBg. Bila diperhatikan yang
termasuk eksekusi 777/, maka penyerahan anak dalam gugatan hadbanah termasuk

2A1-Gazali, 1412, Al-Mustasfa min Lm al-Usnl, Kairo: Al-Amiriyah, h. 250
2Al-Gazali, 1412, Al-Mustasfa min Iim al-Usul, h. 251
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perintah hakim untuk menyerahkan “sesuatu”. Dapat ditafsirkan demikian
karena isi pasal tersebut tidak menyatakan apa rincian/apa yang termasuk
“sesuatu’ tersebut. Dengan metode bermeneutic dapat ditafsirkan yang dimaksud
dengan.“sesuatl.l” adalah apa yang terfiapat dalam putusan pengadilan, dan ini
dapat dikategorikan ke dalam eksekusi 7.

A. Analisi faktor tidak terlaksanakanya Eksekusi Putusan Hadhanah

Faktor Penyebab Putusan badbanab tidak dilaksanakan®* adalah
faktor Hati Nurani sebagai seorang ayah, Perasaan ini yang merupakan rahmat-
Nya Allah dan menghalangi niat untuk melakukan upaya hukum.?> Perasaan
sayang yang terpatri dalam diri seorang ayah menghalanginya untuk melakukan
cksekusi. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum:30:21:

¢REHRE 2O HAONONICER e I EeO
ARITOOONwO JALAEQO>#AROM {IIOHE 2w
PR A ISNTOTCNE) BXMARGAECOT N 1w
cODoenOs 2OZOCro¢< DL Jhef Ju)
=6 OeOTA HE 1w ®+@ ORx QRO g ©ORNO30 e 6 ¢

¢ORGAEXI G40 B> 7O QN. e

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan djjadikan-Nya diantaramu rasa Rasih dan sayang. Sesunggubnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Egoisme Pribadi, Prinsip dan Visi Hidup, Prinsip dan visi hidup itu
terencana dan terstruktur pada semua sisi kehidupan, Anak telah didoktrin dari
sejak dini oleh keluarga istri,?6 hal tersebut terbukti dengan beberapa tindakan
yang dilakukan pihak keluarga ibu dengan memindahkan anak ke sckolah
umum, sementara ayah berfokus pada pendidikan agama pada usia dini. Bukti

24 Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)
25 Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)
26 Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)
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berikutnya adalah bahwa keinginan ayah untuk memberikan perhatian dihalangi
dengan berbagai cara dan didukung penuh oleh keluarga istri?’

Baik sangka dengan takdirnya Allah dan semua akan baik-baik saja,
Penggugat adalah orang yang taat dalam menjalankan agama, hal tersebut
terbukti dengan anaknya disekolahkan di SD Islam Terpadu, dan apabila ada
kesempatan bacaan Al-Quran didengarkan. Allah SWT dalam Quran surat Al
Hujarat:49:12 berfirman:

BXUORCILI O ¢xEQAA Lo d o O& 0000
FITHE - COBN XD BX-LE=, VOIS
G2 ADWade QGARDEE MPRO  KL2ITADwWa s
HOIGO OB ¢ @0 BX-O0000O%AY e+ @0 B YBHMPITRO
OHY . ¢7601 gl G X A0 => @< 2AE> Y>> #* <
NOORKRBOALL BLES 1@ o >B0i40 §OL CH>B€O0ROL
g €R0CO€ET KO PR LAY 2N
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janbilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan),
karena sebagian dari purba-sangka itn dosa. dan janganlah mencari-cari keburnkan orang
dan janganlah menggunjingkan satn sama lain. Adakabh seorang diantara kamm yang suka
memakan daging saudaranya yang sudab mati? Maka tentulah kamn merasa jijik
kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesunggubnya Allah Maba Penerima taubat
lagi Maha Penyayang.

Lingkungan dan Silaturrahmi, Lingkungan dan Manusia merupakan
dua hal yang terus berintraksi atau “silaturrahmi” dan saling mempengaruhi satu
sama lain. Pihak penggugat mempunyai lingkungan yang mensuppor dan selalu
menginspirasi untuk berbuat kebaikan. Dari Lingkungan Kantor, sahabat
didunia ketja, sahabat di lingkungan tempat tinggal.?®

27 Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak), baca juga Putusan
Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Kph
28 Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)
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B. Upaya Hukum Eksekusi Putusan Hadhanah

Upaya Hukum yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan
permohonan pelaksanaan gugatan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan
melakukannya secara bertahap: Secara perlahan dan terus menerus memberikan
pengetahuan tentang doktrik untuk berbuat baik dan Pengajuan pelaksanaan
gugatan itu akan dilakukan pada saat anak sudah dapat memutuskan sendiri.

Kesimpulan

Faktor Penyebab Putusan hadbanah tidak dilaksanakan® adalah
faktor Hati Nurani sebagai seorang ayah, Perasaan ini yang merupakan rahmat-
Nya Allah dan menghalangi niat untuk melakukan upaya hukum.®® Perasaan
sayang yang terpatri dalam diri seorang ayah menghalanginya untuk melakukan
eksekusi. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Al-Quran berikut dalam surat Ar-
Rum:30:21:

¢REHRE 20 HAONONICE @ N EeO
ACTIC OO ALAEQO->HALOL IIOXE =72E8«w
PR A ISNTOTCNE) BXMARGAECOT N 1w
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukm
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamun cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesunggubnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Egoisme Pribadi, Prinsip dan Visi Hidup. Prinsip dan visi hidup itu
terencana dan terstruktur pada semua sisi kehidupan, Anak telah didoktrin dari
sejak dini oleh keluarga istri,®! hal tersebut terbukti dengan beberapa tindakan

29 Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)
30 Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)
31 Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak)
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yang dilakukan pihak keluarga ibu dengan memindahkan anak ke sekolah
umum, sementara ayah berfokus pada pendidikan agama pada usia dini. Bukti
berikutnya adalah bahwa keinginan ayah untuk memberikan perhatian dihalangi
dengan berbagai cara dan didukung penuh oleh keluarga istri3?

Baik sangka dengan takdirnya Allah dan semua akan baik-baik saja,
Penggugat adalah orang yang taat dalam menjalankan agama, hal tersebut
terbukti dengan anaknya disekolahkan di SD Islam Terpadu, dan apabila ada
kesempatan bacaan Al-Quran didengarkan. Allah SWT dalam Quran surat Al
Hujarat ayat 12 berfirman:

BSCORCOL @A #xEQOA L Se o D& 0052040
RITPOHE S COOYIRE) BDEE=N Va5
AT ADWa S SADeE MHRO 2T AS>wWa e
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jaubilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan),
karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganiah mencari-cari keburukan orang
dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakab seorang diantara kamn yang suka
memakan daging sandaranya yang sudab mati? Maka tentulah fkamn merasa jijik
kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesunggubnya Allah Maba Penerima tanbat
lagi Maha Penyayang.

Lingkungan dan Silaturrahmi, Lingkungan dan Manusia merupakan
dua hal yang terus berintraksi atau “silaturrahmi” dan saling mempengaruhi satu
sama lain. Pihak penggugat mempunyai lingkungan yang mensuppor dan selalu

32 Hasil Wawancara dengan pihak penggugat (ayah anak), baca juga Putusan
Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 212/Pdt.G/2019/PA.Kph
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menginspirasi untuk berbuat kebaikan. Dari Lingkungan Kantor, sahabat
didunia ketja, sahabat di lingkungan tempat tinggal.3?

Upaya Hukum yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan
permohonan pelaksanaan gugatan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan
melakukannya secara bertahap: Secara perlahan dan terus menerus memberikan
pengetahuan tentang doktrik untuk berbuat baik dan Pengajuan pelaksanaan
gugatan itu akan dilakukan pada saat anak sudah dapat memutuskan sendiri.
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